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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG

INFORMASI JABATAN
RUMAH SAKIT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan
tentang data-data jabatan dan sebagai instrumen yang
digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di
bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan
dan kediklatan;

bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Kesehatan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga
dapat berhasil guna dan berdaya guna secara
maksimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Rumah Sakit
Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1820);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010 — 2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN

RUMAH SAKIT KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

L.

2.

Kota adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Kota Banjarmasin.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Kota
Banjarmasin.



6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai
dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian
jabatan (job discription).

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu
susunan organisasi.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil

negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN
Pasal 2
Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya
pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan,

Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum
pemerintahan.

BAB III
PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN
Pasal 3

(1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Informasi jabatan dimaksud pada pasal (1) sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



Pasal 4
Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas
usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Nesember 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,
4
H. IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 12



—

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR
TENTANG

T2 TAHUN 2017

INFORMASI JABATAN RUMAH SAKIT KOTA BANJARMASIN

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
UNIT KERJA
a JPT Madya
b  JPT Pratama
C Admnistrator
d Pengawas

e Jabatan
IKTISAR JABATAN

SYARAT JABATAN
a Pendidikan
b Diklat

¢ Pengalaman
TUGAS POKOK

INFORMASI JABATAN

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Kabid/Kabag
KasilKasubag

Memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan bidang
pelayanan, keperawatan, ketatausahaan, dan saranalprasarana sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

$2 Manajemen Rumah Sakit/limu Kesehatan lainnya
Diklat PIM lll, Kursus/Bimtek pelayanan kesehatan

Minimal 2 kali dan masing-masing minimal 2 tahun menjabat pada eselon llla atau 4 tahun pada eselon llla yang sama

JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
NO URAIAN TUGAS HASIL KERJA BEBAN KERJA | PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI
1 TAHUN (JAM) PENYELESAIAN 1250
Menetapkan rencana program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sesuai dengan program kerja Walikota
1 |Banjarmasin dan rencana kerja tahun sebelumnya sebagai dasar Dokumen 1 0,5 0,5 0,00
pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana
2 |kegiatan masing-masing bidang/seksi agar terjalin kerjasama yang baik; Kegiatan 287 1 287 0,23
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi
3 |pada naskah dinas sesuai dengan bidang tugas agar pekerjaan terbagi Kegiatan 287 0,5 1435 0,11

habis;




b Bakat Kerja G,V,Q,F,MN,C, E, K
¢ Temperamen Kerja R,T,M,S
d Minat Kerja 1a,1b,3a
e Upaya Fisik berbicara, berjalan, melihat, berdiri, mengangkat, berlutut, membawa, Ketajaman jarak dekat, bekerja dengan jari, melihat berbagai warna
f Kondisi Fisik :
a Jenis Kelamin : laki - laki/lPerempuan
b umur -
C Tinggi badan ‘-
d Berat badan 5
e Posturbadan
f Penampilan
g Fungsi Pekerjaan :
a Hubungan dengan orang : 01,06,07,08
¢ Hubungan dengan mesin :B4
15 PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik, Sangat Baik.

16 KELAS JABATAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

1

H. IBNU SINA




